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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang ©a. bahwa dengan telah diberlakukannva Undang-undang Z"f:-rnh"l' 3’41

| h Tahun 2000 tentane Perubahan atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribust Daerah m;.rta
dengan berlakunva Deraturan Pemenntah Nomor 63 Tahun 2001
lentang Pajak Dacrah. maka Peraturan Daerah Kota Magcelang
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pajak Pencrangan Jalan perlu
disesuarkan:

h bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu
menvusun dan  menctapkan  Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Y

Tahun 2000 tentang Pajak Pencrangan Jalan ;

1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
| Daerﬂl1h¥dacrull Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur. Jawa Tengah dan Jawa Barat:

Mengingat

5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
| Pid*lnaht | embaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

[ embaran Negara Nomor 3209):
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

Penvelesaian Sengketa Pajak ( LLembaran Negara Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan [ .embaran Negara Nomor 3684 ).

Y

4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang I’aj;nk Daerah
" Jan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 368)5) :-iehagalmﬂnz_l
telah diubah dengan lIndang-undang 'Nnnmr 34 T:fl_um 2000
( Lembaran Negara lahun 2000 Nomor 246. Tambahan

[ embaran Negara Nomor 4048) :

5. Undang- . ..
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!Jndrng-“luh’*”g Nomor 19 Tahun 1997 tentang [j‘:"'igll;:;l;
I ' & " L] T .
4)an d"""&'ﬂl” Sural Paksa ( |.embaran Negard [ahun l
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scbagaiman. I'Hmhu‘hun [.embaran Negaru e
. ¢ a4 telah diubah dengan Undang-undang Nomol
PI‘;llum 2000 (Iembaran Neeara Tahun 2000 Nomor 129,
Fambahan l.embaran Negara Nomior 3987):

l I . {7 £ e » " 1 :
lhld!l.-.:undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang I’t:lnr.,nnidhnm

e

Dacrah (1embaray Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
L.embaran Negara Nomor 3839);

$

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (- Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848 -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
daerah  ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,
Fambahan [embaran Negara Nomor 4138 ).

7 - | (
Y. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah:

10. Keputusan Menten Dalam Negert Nomor 172 Tahun 1997
tentang Kritenna Wajib Pajak Yang Wanb Menvelenggarakan
Pembukuan Dan Tata Cara Pembukuan:

1 1. Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 173 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah:

12. Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistim prosedur Administras: Pajak Daerah. Retribusi

Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
| 3. Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 10 Tahun 2002
tentang Pemungutan Pajak Pencrangan Jalan;

14. Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2000
tentang Pajak Penerangan Jalan:

Dengan perselujuan

DFWAN PEFRWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN

.

Menctapkan ©  PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PFRUBAHAN  ATAS  PERATURAN  DAFRAH KOTA
VAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK
| PFNERANGAN JALAN,

L e

Pasal | ...

|
_— —— —
Scanned by TapScanner




Pasal |

peraturan Dacrah Kota Magel
Jalan yang diundangkan dq
15 sert A Nomor 4 diubah

4ng Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pajak Pencrangan

i e r i B | - r ljr
am I.1._.mhdrun Dacrah Kota Magelang Tahun 2000 Nom
cbagai berikyy -

A Pasal I hurul d t.g diubah dan harus dibaca -

A L ' ‘ ‘ .
d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Magelang:

. Badan adalah sekumpulan o

ang dan . atau modal yang merupakan kesatuan baik
vang melakukan usaha

maupun vang tidak melakukan usaha vang mehiputl

perseroan terbatas, perse a mihk

roan komanditer, perseroan lamnva. badan usah ‘
negara alau dacrah dengan nama dan dalam bentuk apapun . hrma. kongsi,
kl.'rl-t.:ri!?"-l. Lii““l rll.:f[]:'-;i“]'L I"Urf‘iﬁklltllﬂn + p"..‘lll'-:“n][]“];]"- vayasan, r,‘ll‘:.__'_.'_l"ihﬂ."';i nmasd,
orcanisast sosial polink atay Organisasi vane ?il.:it'ﬂi?:i, lembaga. bentuk usaha
| tetap dan bentuk badan lainnva: -

e -

E L. Perusahaan  Listrik Negara  vang  selanjutnva  disingkat PILN adalah
Pl Perusahaan Listnk Negara (PERSERO) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah
[stimewa Yogyakarta arca pelavanan Pelanggan Magelang.

'B. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pasal 3
(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai jual tenaga histrik.

| (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal i
[ ditetapkan :

|
| Dalam hal tenaga listrik berasal dart PLN dengan pembayaran, nilar jual
tenaca listrik adalah jumlah tagthan biava beban ditambah dengan biaya
pumakaian kwh vang ditetapkan dalam rekening histrik:

d.

b, Dalam hal tenaga listrik berasal darn bukan PLN dengan tidak dipungut

| bavaran. nilai it:ﬂl tenaca hstrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia,

p::ﬁﬂgm;‘iun listrik  atau taksiran penggunaan histnk dan harga satuan
listrik vang berlaku di wilayah Daerah.

k kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam.

listrnk sebagaimana dimaksud dalam avat (1) Pasal ini
) U (tiga puluh perseratus ).

(3) Khusus untu
nilai jual tenaga
ditetapkan sebesar 3(

cebagaimana dimaksud avat (2) huruf b Pasal ini

" (4) Harea satuan hstrik uru
|  ditel pkan oleh Walikota dengan berpedoman harga satuan listrik vang berlaku
r eclapk ¢ .

| di Daerah.

F

}: 5

l C. Pasal 6 ..
. e al
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. pa<al 6 diubah dan harie 4

Pasal ¢
i ) P ‘* : - -
ranp Pajak ditetapkan sebaga berikyt -

¢ Pengaunaan tenaga lictril
..l :l"l\_ El—l llh[rlh "‘Fun " a L e |
i e Yang berasal dari P : : stri scbesar
9 % (sembilan perseratus) - al dari PN, bukan untuk indu
b. Penggunaan tenaga listrik

yang berasal dari P -+ dustri sebesar 10 %o
(sepuluh perseratus): g berasal dan PLN, untuk industri sebes

- Penggunaan tenaea licisl , 1 p
T e o “haga listrik vang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industr
sebesar 9 %o (sembilan perseratys)

m

Penggunaan tenaga listel . . ; . i
il 1;55“ ‘enaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesa
1“ 0 f:'-;l:PHII.Ih rl'l,:]"ﬁ;{:r;"uﬁ"‘

D. Pasal 7 diubah dan harus dibaca -
Pasal 7
(1) Pajak vang terutang dipungut di Kota Magelang.
(2) Cara perhitungan besarnva pajak terutang adalah :

a. Terhadap penggunaan tenaga histnk yang berasal dart PLN. bukan untuk
industri dihitung dengan cara mengahkan tanf sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 0 hurul a dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a:

b. Terhadap penggunaan tenaga hstrik yang berasal dan PLN, untuk industri
dihitung dengan cara mengalikan tanf sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf b dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
avat (2) hurut a dan avat (3).

c. Terhadap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PIN. bukan
untuk industnn dihitung  dengan cara mengalikan tanl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢ dengan dasar pengenaan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 avat (2) hurut'b.

d. Terhadap penggunaan tenaga listrik vang berasal dari bukan PIN. untuk
industri dihitung dengan cara mengalikan tant scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 hurut d dengan dasar pengenaan sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2 ) hurul'b.

(3) Dalam
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’ daral
., Dalam hal Pajak Penerangan Ja

: .2 pOkOK
(3 an dipungut olch PLLN maka besamyd I

i R T : : .o id el g

i"‘”-'“l‘ terutang sebagaimang dimaksud dalam ayat (2) Pasal 1 dihntung
» 158 T ' AT g . - ) | y ¢ ) .

perdasarkan jumlah rekening listrik vang dibayarkan oleh pelanggan PLN

Pasal 11

peraturarn Daerah int mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

gundangan

upava scti : SO0 . ymer can pen
Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan | ota

1CT N - crah
Peraturan Dacrah 11 dengan penempatannya dalam [ embaran Da

\1;15'{:1{!1]_51.

Ditetapkan d Magelang
pada tanggal 30 Oktober 2003

WALIKOTA MAGELANG

et

H. FAHRI\'.-\NTOA

Nundznakan di Magelang
asa tanoqal | 31 Oktober 2003

rrrrrr

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pembing Tk |
NP 010 177 290
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~ArRAH KOTA MAGELANG
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